ABSTRAK

Masuknya produk pangan impor ke Indonesia harus melewati persyaratan dan
prosedur untuk mendapatkan izin edar.Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen
dari produk pangan impor yang berbahaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, masih
banyak ditemui produk pangan impor yang illegal, baik karena mengandung zat kimia
berbahaya maupun karena tidak memiliki izin edar yang dapat merugikan dan
membahayakan konsumen. Kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi,sehingga hak-hak
yang seharusnya diperoleh oleh konsumen telah dilanggar. Perlindungan hukum kepada
konsumen sesunguhnya adalah suatu keharusan, oleh karena itu peran serta pemerintah
terhadap perlindungan konsumen sangat diharapkan khususnya dalam pengawasan
terhadap peredaran pangan impor illegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana perlindungan hukum
bagi konsumen terhadap peredaran makanan impor illegal dilndonesia; (2) bagaimana
peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin edar produk
pangan impor; (3) bagaimana sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintah terhadap pelaku
usaha yang memperdagangkan produk pangan impor illegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normative dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analisis.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif dalam
mengolah data yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran
produk pangan impor illegal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pemerintah juga telah membentuk Badan
Pengawa Obat dan Makanan sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengawasi peredaran produk pangan impor baik sebelum diedarkan
ke masyarakat maupun setelah diedarkan di masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap
pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor illegal adalah sanksi perdata,
sanksi pidana, dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996
tentang Pangan.
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